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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, 

maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Ada beberapa bentuk perjanjian yang diterapkan Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Permata Bahari Dompu diantaranya adalah perjanjian dalam sistem 

kerjasama contohnya anggota gerai nelayan difasilitasi oleh Koperasi 

Serba Usaha berupa alat tangkap, alat transportasi dan kebutuhan lainnya 

dengan ketentuan bagi hasil separuh dari pendapatan anggota gerai 

nelayan harus diberikan kepada pihak Koperasi, namun tidak begitu saja 

pihak koperasi bertanggung jawab penuh untuk melengkapi kekurangan 

alat yang dibutuhkan anggota, koperasi juga bersedia melakukan perbaikan 

apabila terjadi kerusakan pada alat yang digunakan anggota. 

2. Pada dasarnya, ada dua pihak pihak yang terkait dalam perjanjian Gerai 

nelayan, yaitu pihak koperasi dan pihak masyarakat atau anggota, koperasi 

adalah pihak penyedia atau pihak yang memberikan barang atau 

jasa, sedangkan masyarakat atau anggota adalah pihak yang menerima 

barang atau jasa itu sendiri. Proses pengajuan kredit bisa diajukan secara 

tertulis dengan mengisi formulir surat permohonan pinjaman yang telah 

disediakan di Koperasi Serba Usaha (KSU) “Permata Bahari” dan 

melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti Foto copy, Kartu Tanda 
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Penduduk dan jaminan. Mengingat keterbatasannya modal usaha para 

anggota koperasi, sehingga koperasi menyediakan sistem kredit, karena 

sebagian besar anggota gray nelayan tidak mampu membeli alat tangkap 

secara cash namun bukan berarti setiap anggota gray nelayan bisa 

melakukan kredit terhadap suatu barang atau alat tangkap yang dibutuhkan 

dengan jumlah yang mereka inginkan, setiap anggota yang mengajukan 

permohonan kredit harus memberikan jaminan. 

3. Penyelesaian masalah dalam kegiatan perjanjian Gerai Nelayan pada KSU 

Permata Bahari Dompu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

melalui mufakat (musyawarah/negosiasi) dan pemberian sanksi. 

Syarifuddin mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang 

terjadi pada KSU Permata Bahari Dompu, beliau berpendapat dengan cara 

demikian para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, karena 

dengan cara demikian sifat masalahnya bukan memutuskan, melainkan 

diselesaikan antara para pihak,  dengan proses demikian sehingga para 

pihak dapat meluruskan tali siaturrahmi agar tidak ada yang dirugikan 

karena itu adalah kesepakatan para pihak.  

B. Saran 

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan, maka 

penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari Dompu maupun bagi peneliti 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 
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1. Seperti yang kita ketahui bahwa cukup banyak dari anggota gerai nelayan 

yang berkalangan dari keluarga sederhana mereka sangat kesulitan untuk 

mendapatkan kebutuhan peralatan nelayan baik itu berupa alat tangkap 

ataupun alat transportasi, diharapkan kepada pihak koperasi agar berperan 

lebih aktif lagi dalam penerapan sistem bagi hasil, seperti contohnya 

memperbanyak persediaan alat transportasi atau alat tangkap. 

2. Seiring dengan perubahan musim atau cuaca tentu berubah pula alat 

tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan, contohnya ketika cuaca buruk 

tentu alat tangkap sederhana berupa jaring tidak akan berguna lagi, 

menurut anggota gerai nelayan mereka bisa saja mencari udang kecil yang 

biasanya diolah menjadi terasi namun karena keterbatasan persediaan alat 

tangkap semua tidak mungkin terwujud, jadi mohon kiranya pihak 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata Bahari agar lebih memperhatikan 

kebutuhan yang dibutuhkan anggota gerai nelayan. 

3. Mengingat keterbatasan kegiatan penelitian ini, diharapkan generasi 

berikutnya terutama rekan-rekan mahasiswa untuk dapat melanjutkan 

penelitian tentang apa saja jenis-jenis usaha lain yang disediakan oleh 

Koperasi. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Kredit : 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Kredit dari Pihak Koperasi : 
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan dan Kuasa :   
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Lampiran 4. Surat Berita Acara Tanda Terima Kredit : 
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Lampiran 5. Surat Perjanjian Kerjasama 
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Lampiran 6. Surat Perjanjian Bagi Hasil 

 

 


